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Klasifikasi saksi seperti pada huruf a tersebut
di atas, menurut Achmad Ali (1985:8%) keterangan yang
diberikén oleh saksi tersebut merupakan alat bukti
orisinal, sebagai berikut:

Alat bukti orisinal adalah alat bukti kesaksian
yaitu pibak yang langsung memberikan kesaksian
secara Iksan di muka persidangan. Sedangkan yang
dimaksudkan dengan alat bukti yang tidak
orisinal keterangan kesaksian vyang diberikan
secara tertulis.

Sedangkan perbedaan seorang ahli dengan seorang
saksi menurut Kurdianto (1991:87-88) yaitu:

1. seorang ahli dapat diganti dengan seorang
ahli yang lain dalam bidang yang sama, karena
seorang ahli memberikan keterangan berdasar-—
kan ilmu yang dimiliki.

2. Seorang ahli diminta keterangan tentang hal-
hal yang dilihatnya dalam persidangan saja.

3. Seorang ahli memberi keterangan berdasarkan
ilmu pengetahuan yang dimiliki.

4, Seprang ahli dipanggil di persidangan untuk
memberikan pertimbangan—pertimbangan mengenai
suatu peristiwa.

Seorang saksi:

1. Seorang saksi tidak dapat diganti, karena
bukan menyangkut kecakapan khusus, melainkan
tentang apa yang dilihat, dirasakan, dialami,
dan didengar sendiri.

2. Seorang saksi, menerangkan mengenai peristiwa
yang terjadi sebelum perkara disidangkan.

3. Seorang saksi dipanggil untuk memberikan
bahan baru guna menambah atau melengkapi
bahan yang sudzash ada.

Sedangkan keterangan ahli dalam HIR dan Rbg,

Faszl 154 HIR dan 181 Rbg, yaitu:
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Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri
perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan
atas seorang ahli, maka karena Jjabatannya,
atau atas permintaan pihak-pihak, 1a dapat
mengangkat seorang ahli.

Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari
persidangan pada waktu mana hal itu memberi
laporan baik dengan surat maupun dengan lisan
dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah.
Jika seorang ahli tinggal atau berdiam di
luar daerab hukum kedudukan pengadilan, maka
atas permintaan Ketua Pengadilan, keterangan
itu diberikan di tempat seorang ahli itu
tinggal atau berdiam, selanjutnya seorang
ahli disumpah oleh pengadilan di tempatnya
juga kemudian berita acara pemeriksaan
dikirimkan segera kepada ketua;, dan berita
acara itu dibacakan di dalam persidangan.
Tidak dapat diangkat seorang ahli, orang yang
tidak dapat didenga} keterangannya sebagai
saksi.

Pengadilan Negeri tidak diwajibkan untuk
menurut pendapat seorang ahli, jika pendapat

itu berlawanan dengan keyakinannya.
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Akhirnya menurut pendapat penulis dengan melihat
perbedaan  keterangan yang dibesrikan olebh seorang
saksi dengan seorang ahli, dapat disimpulkan bahwa:

a. Baik saksi maupun ahli, sama-sama memberikan

keterangan, =saksli harus secara lisan, tapi
ahli dapat secara lisan dan tertulis.

b. Kedudukan saksi dalam perkara perdata hanya

menjelaskan peristiwanvya.

€. Kedudukan ahli dalam perkara perdata menilai

peristiwanya.

Sedangkan jenis saksi pada huruf f yakni (saksi
bisu) atau tuli, jika dalam suatu perkara perdata
dihadapkan seorang saksi bisu untuk memberikan
keterangan akan dijumpai masalah sebab saksi
tersebut mungkin tidak bisa mendengar ataupun
sebaliknya didengar, tata cara yang dapat dilakukan
para pihak atau atas inisiatif hakim, y;itus

a. Menggunakan seocrang ahli bahasa isyarat untuk

mengarahkan saksi bisu tersebut untuk
memberikan keterangan atau kesaksiannya di
depan persidangan.

b. Menggunakan penerjemah biasanya orang vyang

dekat dengan saksi bisu tersebut dalam

kehidupannya sehari—-hari.
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Menghadirkan seorang saksi bisu atau saksi vyang
tuli untuk memberikan keterangan di muka persidangan
dengan tata cara seperti huruf a dan b di atas, hanya
dapat teriadi Jjika keterangannya sungguh diperlukan
dan diharapkan dapat menentukan fakta vyang akan
diungkap dalam perselisihan tersebut.

Jenis saksi yang disebutkan pada huruf ¢ dan d
serta e, agar lebih jelas saksi vyang tidak dapat
didengar keterangannya atau kesaksiannya dimuka
persidangan dan saksi yang dapat mengundurkan diri
karena satu dan lain hal demikian pula saksi vyang
boleh didengar kesaksiannya tanpa disumpah,

dijelaskan sebagai berikut:

1. Orang Yang Tidak Dapat Didengar Sebagail Saksi

Setiap orang pada dasarnya yang bukan salah satu
pihak dalam perkara dapat didengar sebégai saksi dan
apabila telah dipanggil o©leh pengadilan wajib
memberikan kesaksian (Pasal 139 HIR, Fasal 165 Rbg
dan Fasal 1909 BW). Adapun orang yang tidak dapat
didengar sebagai saksi, ialah sebagai berikut:

&. Keluarga sedarah dan keluargsa karena

perkawinan menurut keturunan yang lurus dari

salah satu pihak.
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b. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari
ibu.

c. Isteri atau suami salah satu pihak meskipun
sudah bercerali.

d. Anak-anak yang tidak diketahui benar, apakah
umurnya sudah cukup 15 tahun.

e. Orang gila meskipun kadang-kadang terang
ingatannya.

f. Orang vyang tersebut dalam FPasal 174 ayat 1
sub 1 dan 2 Rbg, Pasal 146 ayat 1 dan 2 HIR,

tidak berhak minta perkara tersebut dalam

ayat 1 di atas.

Untuk memberikan gambaran terhadap orang vyang
tidak dapat didengar sebagai saksi, Putusan Mahkamah
Agung. tanggal 12 Mei 19746, No. 1409 K/Sip/1975, yang
termuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung
Indonesia, sebagai berikut:

Bahwa pengadilan negeri telah memeriksa H.M,
Tahir selaku saksi di luar sumpah dengan alasan saksi
ini kakak kandung penggugat terbanding, bahawa
berdasarkan Fasal 145 HIR, pengadilan dapat memeriksa
seorang sebagai saksi di luar sumpah hanya terhadap
anak—anak vyang umurnya tidsk dapat diketahui benar
sudah cukup 15 tahun atau orang gila vyang kadang-—

kadang ingatannya terang.
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Bahwa terhadap Tahir tersebut seharusnya
diterapkan ketentuan dalam Pasal 1446 ayat 1 sub 1
HIR, bahwa oleh karena itu keterangan Tahir itu tidak

mempunyal kekuatan bukti menurut undang-undang.

2. Orang Yang Dapat Mengundurkan Diri Sebagai Saksi

Ada golongan orang yang atas permintaan sendiri

dibebaskan dari kesaksian (Fasal 146 HIR, Pasal 174
Rbg dan Fasal 1909 BW) ialah sebagai berikut:

&. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar
laki-laki, dan perempuan dari salah satu
pihak.

b. Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus
dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada
suami atau isteri salah satu pihak.

c. Orang vyang karena martabat, pekerjaan atau
jabatannya vyang sah, diwaji@kan menyimpan
rahasia, dalam hal yang semata-mata tentang
hal itu saja vyang dipercayakan karena
martabat pekerjaan dan jabatannya (misalnya
Dokter, Advokad, Notaris dan Folisi).

Orang-orang tersebut di atas, diberikan hak oleh

undang-undang untuk mengundurkan diri, dari
memberikan keterangannya untuk tidak mau didengar

sebagai saksi.
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Adapun alasannya karena dikuatirkan kalau-kalau
terjadi hubungan buruk dengan pihak yang dirugikan,
yaitu saudara saksi sendiri apabila mereka terpaksa
harus memberi keterangan yang sebenar-benarnya di

depan sidang Fengadilan.

3. COrang Yang Boleh Didengar Sebagai Saksi Tanpa Di-

sumpah

Kesaksian ayah dan ibu diperbolehkan untuk
didengar sebagai saksi tanpa disumpah hanya mengenai
status kewarganegaraan, perjanjian kerja dan
perceraian anaknya, ketentuan saksi ini tidak
ditegaskan kekuatan buktinya oleh undang-undang. Jadi
kalau mereka menghendaki keterangannya menilai hal-
hal tersebut agar mempunyai kekuatan bukti, hendaknya
diberikan atas sumpah.

Oleh karena itu tidak keharusan atau larangan
sumpah bagi ayah dan ibu dalam memberiéan keterangan
mengenail status kewarganegaraan, perjanjian kerja dan
perkara perceraian anaknya Pasal 172 ayat 2 Rbg,
Fasal 145 ayat 2 HIR dan Pasal 22 ayat 2 PF No. 9
Tahun 1975, maka pilihan untuk bersumpah atau tidak
bersumpah terserah kepada pihak ayah dan ibu itu
sendiri.

Kalau tidak ada sumpah secara analogi nilainya

hanya sebagai penjielasan saja, tetapi kalau atas
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sumpah mempunyai kekuatan bukti saksi. Jadi pada
prinsipnya selain dari keterangan mengenai status
kewarganegaraan, perijsnjian kerja dan perceraian
anaknya, ayah dan ibu tidak dapat didengar sebagai
saksi walaupun disumpah.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, A.T.
Hamid (19846:106) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam perkara perdata hanya ada dua macam orang

yang dapat didengar keterangannya di luar

sumpah/janji untuk sekedar dijadikan bahan
petunjuk, yaitu:

1. Anak yang belum berumur 15 tabun, dan

2. Orang yang di bawah pengampuan karena dungu,
cacat mental atau ditahan atas perintah hakim
sementara perkara berjalan.

Demikian pula C.S.T. Kansil (1991:72) mengatakan
meraka vyang tidak boleh didengar sebagaili saksi,
yaitu:

a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis
keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai
derajat kedua dari salah satu pihak vyang
berperkara/bersengketa.

b. Isteri atau suami salah seorang pihak vyang
bersengketa meskipun sudah cerai.

c. Anak yang belum berusia tujuh belas tahun
d. Orang sakit ingatan.

2.2 Hak dan Kewajiban Saksi

a. Hak Saksi
Dalam hukum acara perdata, Jjika ditelusuri
tetentuan—ketentuan vyang terdapat dalam pasal-pasal

HIR dan Rbg, hak secrang saksi tidak diterangkan
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secara Jjelas, hal itu dapat dipahami bahwa pada
prinsipnya saksi yang dibutuhkan oleh para pihak yang
sedang berperan  tujuannya adalah lebih menguatkan
dalil-dalil sanggahan terqugat atau dalil-dalil
gugatan penggugat terhadap obyek sengketa.

Menurut fungsi dan kedudukan saksi tersebut di
atas, maka dapat dikemukakan bahwa saksi bukanlah
pihak yang berperkara secara langsung di muka sidang,
tetapi olehnya dipanggil oleh salah satu pihak hanya
untuk menguatkan dalil-dalil para pihak sehubungan
dengan apa yang harus dibuktikan di depan hakim guna
mengungkap fakta vyang nyata, karena mungkin salah
satu pihak, misalnya penggugat atau tergugat tidak
mempunyai alat bukti tertulis.

Berdasarkan fungsi dan kedudukan saksi tersebut
di atas, maka menurut pendapat penulis hak-hak saksi
dapat berupa:

1. Seorang saksi berhak untuk tidak menerangkan
hal—-hal vyang tidak dialami seniri, dilihat
sendiri peristiwa-peristiwa hukum yang
berkaitan dengan obyek sengketa.

2. Seorang saksi berhak untuk tidak menghadap
dipersidangan karena yang bersangkutan tidak
mengetahui, mengalami dan melihat apa vyang

menjadi obyek sengketa.
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b. Kewajiban Saksi

Ad

-

& 3 (tiga) kewa)iban bagl seorang saksi

sebagai berikut:

1'

Kewajiban Untuk Menghadap

Kewajiban untuk menghadap di persidangan
ini diatur dalam FPasal 140 dan 141 HIR (Fasal
166, 1467 Rbg). yang menentukan adanya sanksi
bagi saksi vyang tidak mau datang setelah
dipangail dengan patut.

Apabila pada hari yang ditetapkan saksi
yang telah dipanggil tidak datang, maka ia di
hukum untuk membayar biaya yang telah
dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil
sekali lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau
sudah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak
juga datang menghadap. maka untuk kedua
kalinya ia dihukum untuk membayar biaya vyang
telah sia-sia di keluarkan dan di hukum pula
untuk mengganti kerugian yang diderita oleh
para pihak karena ketidak hadirannya saksi
dan disamping itu hakim dapat memerintah agar
zsaksl dibawah oleh polisi ke pengadilan
(Pasal 141 HIR, 167 Rbag).

Apabila saksi yang dipanggil bertempat

tinggal di luar wilayah hukum Fengadilan
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Negeri yang memanggil, maka tidak ada
kewajibannya untuk datang. Tetapi pendengaran
saksi ini dilimpahkan kepadsa Fengadilan
Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat
tinggal saksi (Pasal 143 HIR, 170 Rbg).
Berita acara pemeriksaan saksi ini  kemudian
harus dibacakan di depan persidangan.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan
para saksi dipanggil untuk masuk di ruang
sidang satu demi satu (Pasal 144 ayat 1 HIR,
171 ayat 1 Rbg) yang harus dinyatakan kepada
saksi oleh Hakim ialah nama, pekerjaan, umur
dan tempat tinggal serta apakah saksi masih
mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah
maupun semenda dengan para pihak yang
bersengketa atau apakah ia menerima upah atau
bekerja untuk salah satu pihak (Fasal 144

ayat 2 HIR, 171 ayat 2 Rbg).

Kewajiban Untuk Bersumpsah

Saksi apabila tidak mengundurkan diri
sebelum memberi keterangan harus disumpah
menurut agamanya (pasal 147 HIR, 175 Rbg)
oleh karena sumpah 1ini diucapkan sebelum
memberi kesaksian dan  berisi  Jjanjii untuk

menerangkan vyang sebenarnya, maka sumpah
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tersebut juga sumpah promissoir, lain dengan
sumpah sebagai slat bukti yang disebut sumpah
confirmatoir. Sumpah o©leh saksi ini  harus
diucapkan di hadapan kedua belah pihak di
persidangan.

Ezgi saksi yang beragama Islam, rumusan
lafal sumpah itu berbunyi: "Demi Allah saya
bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang
benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya”.

Kewajiban Untuk Memberi Keterangan

Kalau saksi setelah disumpah engaan
memberi keterangan, maka atas permintaan
serta biaya pihak yang bersangkutan hakim
dapat memerintahkan menyandra saksi.

Apa vyang akan ditanyakan kepada saksi
harus disampaikan oleh pihak yang
bersangkutan kepada hakim. Jaai pertanyaan
kepada saksi harus melalui hakim, dalam hal
ini hakim dapat menolak suatu pertanyaan yang
diajukan oleh pihak yang bersangkutan uhtuk
ditanyakan kepada saksi apabila menurut
pertimbangannya pertanyaan itu tidak relevan,
babhkan hakim harus atas kehendak sendiri
bertanya kepada saksi segala macam pertanyaan

sekiranva hal itu akan menuju kepada
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vebenaran (Pasal 150 HIR, 178 Rbg). Hakim
karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi
vang tidak diajukan ocleh para pihak, segala
reterangan saksi yang diberikan di
persidangan harus dicatat dalam berita acara
pemeriksaan persidangan.

Kewajiban-kewajiban seorang saksi seperti vyang
dikemukakan tersebut di atas, saksi hanya dapat
memberikan keterangan atau penyaksian sebatas apa
yvang dia lihat, alami sendiri dan dengar sendiri vyang
berkenaan dengan obyek sengketa atau hal-hal vyang
berkaitan dengan apa yang diperselisihkan para pibhak
yang menghadirkannya di depan sidang pengadilan.

Keterangan mana vyang dimaksud harus dilakukan
secara lisan tidak bleh dilakukan secara tertulis,
sebab saksi sendiri yang mengalami dan melihat dengan
secara langsung suatu perkara tertentu

Dalam praktek di Pengadilan, keterangan vyang
akan diuvtarakan oleh salah seocrang saksi sebelumnya
memang telah diatur oleh pihak penggugat atau kuasa
hukumnya vang menyangkut dalil-dalil bantahan atau
gugatan para pihak dengan tujuan bahwza keterangan
yang akan diberikan oleh tiap-tiap saksi tersebut
diharapkan dapat mendukung atau menguatkan dalil-
dalil =salah satu pihak di dalam membuktikan sesuatu

hak yang menjadi obyek sengketa di persidangan.
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2.3 Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Suatu Perkara

Perdata

Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya ter-
gantung pada banyak hal yang harus diperhatikan oleh
hakim. FPasal 172 HIR (Pasal 309 Rbg. 1908 BEW)
menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai
kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau
kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian
kesaksian dengan apa yang diketahul dari segi lain
tentang perkara yang disengketakan pertimbangan vyang
mungkin ada pada saksi untuk menuturkan kesaksiannya,
cara hidup, adat istiadat serta martabat para saksi
dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi
tentang dapat tidaknya dipercayail seorang saksi.
Untuk berpegang ketat pada ketentuwan tersebut di atas
sangatlabh sukar bagi hakim, karena itu berarti bahwa
setiap saksi harus dinilai sesuai dengan cara hidup,
adat istiadat serta martabatnya., yang sekiranya tidak
semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu diserahkan
kepada pertimbangan hakim.

Dalam setiap kesaksian harus disebut segala
sebab pengetahuan saksi (Pasal 171 ayat 1 HIR, 308
ayat 1 Rbg, 1907 BW). Tidaklah cukup kalau saksi

hanya menerangkan babwa ia mengetahui peristiwanya,




ia harue menerangkan bagaimana ia sampai mengetahui-
nya, sebab musabab sampai i1a dapat mengetahuinva.

Telah dikemukakan bahwa pendapat atau dugaan
yang timbul karena akal (ratio concludendi) tidak
dianggap sebagal kesaksian (Pasal 171 ayat 2 HIR, 308
ayat 2 Rbg, 1907 BW). Keterangan saksi bahwa
pengqugat atau terqugat mempunyai itikad baik dan
sebagainya, tidak boleh diterima sebagai kesaksian,
karena hal-hal tersebut hanya merupakan kesimpulan
atau dugaan saja. Kesaksian hanyalah dibolehkan dalam
bentuk pemberitahuan dari orang vyang mengetahui
dengan mata kepala sendiri (ratio sciendi).
Keterangan saksi yang bukan merupakan pengetahuan dan
pengalaman sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran
persaksiannya.

Fenilaian terhadap keterangan seorang saksi yang
diperbolehkan dari pihak ketiga, pihak misalnya
mengetabui secara langsung bahwa kedua belah pihak
berperkara pernah mengadakan perjanjian utang
piutang, kemudian pihak ketiga tersebut menceritakan
pengetabuannya kepada saksi. Di persidangan saksi
memberikan keterangan bahwa ia mendengar dari pihak
ketiga tadi bahwa telah terjadi perjanjiian hutang

piutang antara kedua belah pihak yang sedang
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berperkara. Kesaksian 1ini adalah kesaksian yang

didengar dari orang l&ain dan disebut testimonium de
suditu. Pada umumnya kesaksian de auditu tidak
diperkenankan, karenz keterangan itu tidak
berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.
Dengan demikian maka saksi de auditu bukan merupakan
alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Mereka
yvang menghendaki agar hakim lebih diberi kebebasan,
berpendapat bahwa keterangan saksi berdasarkan
pendengaran dari pihak ketiga dapat dianggap sebagai
bukti langsung tentang kebenaran bahwa pihak ketiga
menyatakan demikian, lepas dari kebenaran materiil
yang dikatakan oleh pihak ketiga tersebut. Undang-
undang tidak melarang hakim untuk menyimpulkan adanvya
persangkaan dari keterangan pihak ketiga yang
disampaikan kepada saksi.

Sehubungan dengan nilai kesaksian vyang telah
dikemukakan tersebut di atas, K. Wantjik Saleh
(1979:78) mengemukakan sebagai berikut:

Dalam hal menimbang harga keséksian itu  hakim

harus memperhatikan benar-benar kecocokan satu

saksi dengan yang lainnya, persesualan kesaksian
dengan keteramngan vyang diketahui dari tempat
lain tentang perkara yang diselisihkan, segala
sebab vyang boleh jadi ada pada saksi untuk
mengemuikakan perkara dengan cara begini  atau
begitu, perikehidupan, dat dan martabat saksi,
dan pada umumnya semua hal dapat menyebabkan

saksi itu dapat dipercayai ataupun kurang
dipercayai. :
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Menurut pendapat tersebut di atas, bahwa
kesaksian vang diterangkan oleh seorang saksi di
depan =sidang Fengadilan, tidak selamanya dinilai
benar a&tau mempunyai kekuatan hukum menurut penilaian
Hakim, akan tetapi keterangan tersebut harus ada
pErsesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti
lain serta kecocokan dengan keterangan saksi lainnya.

Selanjutnya R. Tresna (1989:173) mengemukakan
sebagai berikut:

Saksi itu harus memberikan keterangan dari hal-

hal yang ia dapat melihat, mendengar atau dapat

meraba sendiri. Apa yang ia tahu dari keterangan
orang lain, vyaitu yang disebut penvaksian de
auditu, tidaklah diperkenankan saksi itu harus
pula dapat menyaksikan suatu hal atau kejadian.

Fendapat-pendapat &atau perkiraan—perkiraan dan

saksi pribadi, yang disusun sebagai kesimpulan,

itu bukan penyaksian yang sabh.

Jadi nilai pembuktian keterangan saksi dalam
persidangan dalam hal ini menguatkan gugatan
penggugat atau bantahan tergugat tgrletak pada
tesesuaian atau kecocokan masalah vyang merupakan
obyek sengketa. Yang diterangkan oleh saksi hanyalsah
apa vyang dilihat, dengan atau rasakan sendiri, lagi
pula tiap—-tiap kesaksian harus disertai alasan—alasan
apa, bagaimana sampai ia mengetabui hal-hal vyang
diterangkan olehnya. FPersangkaan ataupun sangkaan
tidak dipandanag sebagai penyaksian (Pasal 171 ayat 2

HIR).




Nilai pembuktian keterangan saksi menurut
Retnowulan Sutantioc dan Iskandar Oeripkartawinata

(1989:463) mengatakan:

Dalam memper timbangkan nilai kesaksian Fasal 172
HIR, memberikan petunjuk sebagai berikut: "Dalam
hal menimbang harga kesaksian harus Hakim
memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang
satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-
kesaksian dengan apa yang diketahui dari tempat
lain tentang perkara vyang diperselisihkan,
segala sebab yang sekiranya ada pada saksi-saksi
untuk menceritakan perkara itu cara begini atau
begitu, cara hidup, adat dan martabat saksi dan
pada umumnya segala hal ihwal vyang boleh
berpengaruh sehingga itu dapat dipercaya atau
kurang dipercayai.

Melihat pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa
Hakim dalam menilai pembuktian keterangan saksi
dilakukan dengan bebas, apakah Hakim yang mengadili,
memeriksa dan akhirnya memutuskan suatu perkara
perdata berpatokan pada keterangan saksi atau
berpedoman pada alat bukti yang lain.

Achmad Ali (1985:97) mengemukak an tentang
kebebasan Hakim dalam menilai pembuktian, sebagai

berikut:

Kebebasan Hakim diperbolehkan dalam pembuktian
harus memperhatikan kepastian hukum, dengan
demikian seyogyanya Secara bertahap harus
mengarah pada pelaksanaan sistem presiden.
Fendapat ahli tersebut di atas, menunjukkan
bahwa meskipun Hakim mempunyai kebebasan dalam

menilai pembuktian keterangan saksi, tetapi penilaian

itu harus mempunyai kepastian hbukum.




Lebih lanjut Achmad Ali (1985:946) mengemukakan

sebagai berikut:

¥ebaikan Jika Hakim bebas dalam pembuktian,

yaitu:
1.

Dengan kebebasannya, Hakim dapat menutupi
kekurangan—kekurangannya akan pengetahuan
menyangkut undang-undang, terutama bagi Hakim
yang kebetulan kurang senang membaca dan
belajar, memudahkan dirinya Jjika tidak diikat
oleh hukum positif dalam hal pembuktian.
Dalam hal menilai keterangan kesaksian, jika
hakimnya bebas, Hakim itu dapat melakukan
penilaian secara character ovidence pada
pribadi saksi, sehingga bagi saksi yang tidak
dapat dipercayai, Hakim bebas untuk melakukan
penilaian sendiri.

Sehubungan dengan apa yang dikemukakan tersebut

di atas, maka kekuatan pembuktian kesaksian, dapat

dikemukakan sebagai berikut:

=

Keterangan dari seorang saksi saja, tanpa ada
alat bukti 1ain tidak dianggap pembuktian
yang cukup (Pasal 169 HIR jo Fasal 1905 BW),
Jadi seorang saksi bukan saksi (uwnus testis
nulius testis).

Jika kesaksian dari masing-masing saksi
terlepas satu dari yang 1lain dan masing-
masing berdiri sendiri, namun karena
bertepatan dan perbubungannya satu sama lain
menguathkan suatu peristiwa tertentu, maka
kekuatan pembuktian dari masing-masing
kesaksian itu terserah pada pertimbangan

Hakim (Fasal 170 HIR jo Fasal 1906 RW).
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c. Fendapat—-pendapat dan perkiraan—-perkiraan
khusus yang diperoleh dari pemikiran,
bukanlah kesaksian. 0Oleh karena tiap-tiap
kesaksian 1itu harus disertai dengan alasan-
alasan bagaimana diketahuinya hal-hal vyang
diterangkan (Pasal 171 HIR jo Fasal 1907 EW).

d. Dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian,
Hakim harus memberikan perhatian khusus pada
persamaan kesaksian—kesaksian satu dengan
yang lain, persamaan antara kesaksian-—
kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain
sumber tentang hal yang menjadi perkara, pada
alasan vyang kiranya telah mendorong para
saksi untuk mengutarakan perkaranya secara
bagini dan secara begitu, pada cara hidup,
kesusilaan dan kedudukan para saksi dan pada
umumnya serta pada segala apa saja vyang
mungkin ada pengaruhnya terlebih atau kurang
dapat dipercaya para saksi itu (Fasal 172 HIR
jo Fasal 15908 BW).

Menyimak beberapa pasal di atas, dapatlah
disimpulkan dalam perkara perdata maka nilai
pembuktian dari kesaksian lebih banyak tergantung
pada pertimbangan Hakim, berlainan dengan bukti

tertulis yang mempunyai sifat sempurna dan mengikat.




Selanjutnya azaz yang berbunyi Unus Testis
Mullus Testis ialah satu saksi bukan saksi, jadi
keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan
bukti-bukti yang lain, maka Hakim tidak boleh
menjatuhkan putusan  bahwa dalil-dalil itu telah
terbukti (Pasal 1469 HIR dan Fasal 306 Rbg) azas ini
berlaku pula dalam hukum acara pidana.

Mengenai seorang saksi pada dasarnysa Hakim
dibatasi dan dilarang memberikan sesuatu arti kepada
keterangan satu orang saksi, walaupun dalam hatinya
yakin akan kebenaran keterangan itu. Kecuali apabila
ada pula sesuatu alat bukti yang lain, maka Hakim
terhadap satu orang keterangan saksi, dapat

memberikan arti dianggap baik.

Tata Cara Pemanggilan Saksi

Fada prinsipnya dalam perkara perdata para pihak
yang membawa dan mengajukan saksi. yang hendak
diperiksa di persidangan. Karena para pihak vyang
paling berkepentingan untuk memper tahankan dan
membela hak mereka. FPengadilan tidak ikut campur
tangan memutuskan siapa saja saksi yang dikehendaki
para pihak, namun demikian ada kalanya para pihak
tidak dapat mengajak saksi untuk hadir secara rela,

padahal kesaksiannya sangat penting dan menentukan.




Dalam kasus seperti di atas, Fasal 139 ayat 1
HIR atau Pasal 1565 Rbg "memberi hak" agar saksi yang
bersangkutan “dipanggil"” secara resmi oleh "juru
sita" menghadiri pemeriksaan persidangan. Bahkan
terhadap saksi yang seperti ini apabila membangkan
memenuhi panggilan resmi tadi, dan hal itu
dilakukannya dua kali berturut-turut, tindakan
selanjutnya adalah Fengadilan dapat memerintahkan
pihak kejaksaan atau kepolisian untuk menghadirkannya
Ysecara paksa", hal itu ditegaskan dalam Fasal 141
ayat 2 HIR atau Pasal 167 ayat 2 Rbg yang berbunyi:
Ketua Pengadilan Negeri boleh memerintahkan
supaya saksi yvang tidak datang memenuhi
panggilan resmi Fengadilan dibawah (dihadirkan)
dengan paksa oleh FPolisi (menghadap sidang
FPengadilan) untuk memenuhi kewajibannya.
Memperhatikan rangkaian Pasal 139 sampai 141 HIR
atau FPasal 165 sampai Paszal 167 Rbg, kewenangan Hakim
(Pengadilan) untuk memanggil dan menghadirkan seorang
saksi vyang sangat dibutuhkan pihak yang berperkara,
pemberian bantuan atas permintaan itu adalah bersifat
"imperatif" setiap ada permintaan salah satu pihak
untuk menghadirkan saksi yang mereka butuhkan "mesti"”
dan “Ywajib" dipenuhi Hakim. Asalkan pihak yang
meminta menyediakan dana/biaya pemanggilan.

Dalam praktek ketentuan pasal tersebut di atas,

dapat dikatakan tidak diberlakukan secara efektif,
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sebab seolah-olah Hakim berpendapat bahwa urusan
untuk mendatangkan saksi dalam perkars perdata,
mutlar menjadi kewajiban dan tanggung Jawab para
pihak.

Kewajiban Hakim untuk memanggil saksi tersebut
di atas, M. Yahya Harahap (1970:84) mengemukakan
sebagai berikut:

Malahan dalam beberapa kali kesempatan, masalah
ini ditanyakan, Jjawabannya, tidak ada ketentuan
bagi Hakim untuk memanggil saksi secara resmi
dalam perkara perdata, dan hal itu merupakan
suatu kekeliruan, berarti masih merata di
kalangan Hakim vyang tidak pernah membaca
ketentuan Pasal 139-141 HIR atau Pasal 165-167
Rbg. Kalau membaca saja belum pernah, bagaimana
mungkin memberi bantuan yang tepat sesuai dengan
yang dikehendaki undang-undang.

DPemikian pula Kurdianto (1991:44) mengatakan
bahwa:

Ada insiden lain yang akan mungkin terjadi dalam
suatu pembuktian dengan saksi. Yaitu apabila
seorang saksi yang sangat diperlukan dan telah
diminta datang oleh salah satu pihak tidak mau
menghadap di muka persidangan, maka apabila hal-
ini terjadi, bhakim dapat memerintahkan agar
saksi tersebut untuk dihadapkan dan kalau perlu
dengan bantuan polisi, artinya saksi tersebut
dipaksa untuk menghadap dan memberikan
keterangan. :

Apabila saksi yang telah dipanggil dengan paksa
untuk datang dan memberi keterangannya tidak bersedia
memberi keterangan, maka saksi semacam itu dapat
disandra sampai ia bersedia memberi keterangannya.

Hal ini juga berlaku bagi saksi vyang tidak mau




disumpah tanpa alasan hukum yang sah (Fasal 148 HIR
dan Fasal 17& Rbg).

Faksaan tersebut di atas tidak boleh dilakukan
apabila saksi vyang dipanggil itu berdiam di lain
kresidenan dari pada dimana sidang hakim diadakan.
Hal ini bila ada terjadi maka Hakim minta pertolongan
kepada Hakim dari kerisidenan dimana saksi itu
berdiam supaya melakukan persidangan atas saksi itu,
kemudian mengirim secepat mungkin berita acara
pemeriksaan saksi itu kepada hakim yang meminta
bantuan itu.

Dalam praktek Pengadilan ada kalanya pemeriksaan
saksi secara bersama-sama dan sekaligus dalam
persidangan, maka apabila hal ini terjadi Jjelas
sangat bertentangan dengan Pasal 144 ayat 1 HIR
(yaitu salah atau bertentangan bhukum), sehingga
keterangan para saksi tersebut -tidak dapat
dipergunakan. Sedangkan ratio dari Fasal 144 ayat 1
HIR islah agar para saksi tidak dapat menyesuaikan
diri dengan keterangan masing-masing pihak hingga
diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan
keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan
hal—-hal yang sama mengenai sesuatunya.

Dalam Fasal 1469 Rbg dinyatakan, apabila seorang

saksi karena sakit atau cacat badan, tidak mungkin
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untuk menghadap ke persidangan, maka dalam hal ini
ketux sidang dapat mengirim seorang anggota Maielis
Hakim wuntuk ke rumah sakit dengan disertai seocrang
panitera, supaya saksi itu didengar keterangannya
tanpa disumpah.

Menurut Abdul Kadir Mubhammad (1986:144) mengata-
kan bahwa:

Karena yang didengar keterangannya tidak

disumpah, maka kekuatan pembuktiannya diserahkan

kepada hakim.

Sampai sejauh manakah kekuatan bukti keterangan
saksi yang dalam keadaan sakit berat, menurut
Furdianto (19721:45) mengatakan:

Keterangan saksi yang dalam keadaan sakit berat
tidak dapat didengar sebagai saksi, tetapi kalau
terpaksa didengar keterangannya, maka keterangan
yang demikian tidak ada artinya, sebab
keterangan saksi yang dalam keadaan sakit berat
dapat tidak dapat menerangkan yang sebenarnya.

Di dalam praktek di Fengadilan, banyak sekali

keterangan saksi penggugat yang keterangannya hanya
didengar dari penggugat sendiri. Eiasanya sebelum
saksi diperiksa, sudah terlebib dahulu diberikan
pengarahan oleh penggugat atau kuasanya. Apabila  hal
ini terjadi, bahwa keterangan para caksi penggugat
mengenai harta yang disengketakan yang keterangannya
hanya didengar dari penggugat atau kuasanya, maka

keterangan yang demikian itw tidak dapat dipergunakan




sebagai alat bukti. Apabila penggugat tidak
mengemukakan upaya pembuktian lainnya, jelas
keterangan para saksi itu tadi tidak ada artinya
apabils bertentangan dengan hati nurani hakim.

Erat kaitannya dengan uraian tersebut di atas,

cleh A.T. Hamid (1986:109) mengemukakan:

Apabila saksi vyang dipanggil oleh Fengadilan
tidak datang tanpa alasan sah, ia dapat dipaksa
datang atas perintah hakim (dibawah ke sidang
oleh polisi), kecuali jika dia berdiam di luar
wilayah kresidenan dulu. Dalam hal yang terakhir
ini Pengadilan akan meminta bantuan Fengadilan

di tempat saksi itu untuk mendengarnya, mungkin

pula ia dihukum membayar biaya pengadilan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terdapat

2 (dua) kemungkinan seorang saksi untuk tidak datang
di persidangan, karena:

1. Saksi yang bersangkutan mempunyai alasan yang
sah dapat dibenarkan menurut hukum, misalnya
karena kesehatannya memang benar-benar tidak
memungkinkan untuk datang.

2. Tempat tinggal saksi dengan Fengadilan yang
memanggilnya sangat Jjauh danmn sulit untuk
dijangkau dengan kendaraan. Kondisi tempat
tinggal saksi seperti ini Fengadilan dapat

memerintahkan FPeng=sdilan lain untuk

memeriksanya.




2.5 Peranan Saksi Dalam Proses Penyelesaian Perkara

FPerdata

Sebelum dikemukakan tentang peranan saksi dalam
proses penyelesaian perkara perdata, maka terlebih
dabulu dikemukakan bahwa apabila seseocrang menyatakan
mempunysi  barang sesuatu hak tidak membuktikan hak
atau peristiwa vyang diajukan, maka Hakim terpaksa
akan menyatakan bahwa hal itu tidak akan terbukti
selain dari itu yang harus dibuktikan oleh orang yang
mempunyai hak ialah hal-hal yang merupakan dasar dari
haknya itu.

Fasal 163F HIR dan Pasal 28% Rbg, rumusannya
berbunyi sebagai berikut:

EBarang siapa yang menyatakan mempunyai barang

csesuatu  hak atau menyebutkan sesuatu kejadian

untuk mengukuhkan haknya itu, maka orang itu
harus membuktikan adanya hak atau adanya
kejadian itu.

Dengan demikian pembuktian itu hanya
dipergunakan pada waktu ada persengketaan atau adanya
perkara di muka hakim penga?ilan negeri, dalam arti
terbatas pembuktian hanya diperluka apabila sesuatu
yang dikemukakan oleh penggugat itu disangkal
kebenarannya oleh tergugat, dan penggugat dibebankan
untuk membuktikan atas dalil-dalil hakpys itu tadi.

Seperti  yang telah dikemukakan di  atas, maka

vang harus dibuktikan ialah peristiwa atau  hal-hal




yang menjadi perselisihan, dan bukan hukumnya, vyaitu
segala apa yang diajukan pihak yang satu disangkal
cleh pihak yanmg lain.

Bertitik tolak dari apa vyang dikemukakan di
atxss, jika dihubungkan dengan pengertian pembuktian
W.J.S. Foerwadarminta (Bambang Waluvyo, 1992:1-2)
pengertian dari bukti, pembuktian, terbukti dan

pembuktian sebagai berikut:

a. Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan
sebagainya) vyang cukup untuk memperlihatkan
kebenaran sesuatu hal {peristiwa dan
sebagainya).

b. Tanda bukti, barang bukti adalah apa—-apa yang
terjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan
dan sebagsainya).

c. Membuktikan mempunyai pengertian-—-pengertian:
- Memberi (memperlihatkan) bukti;

- Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran,
melaksanakan (cita-cita dan sebagainy).

- Menandakan, menyatakan {bahwa sesuatu
benar);

- Meyakinkan, menyaksikan.

d. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagai-
nya) membuktikan.

Selanjutnya Subekti (1980:21) mengemukakan

sebagai berikut:

Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan
kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat
bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah
alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai

membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka
Fengadilan, misalnya kesaksian.

Fendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa
slat bukti termasuk kesaksian untuk meyvakinkan
kebenaran sustu dalil, Andi Hamzah (1986:99)

mengemukakan:
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Bukti vyaitu sesuatu untuk meyakinkan kebenaran

suatu dalil, pendirian atau dakwaan, alat-alat

bukti adalah upaya pembuktian melalui alat—-alat

yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan di

sidang pengadilan seperti kesaksian.

Dengan menyimak pendapat-pendapat para ahli di
atas, menunjukkan bahwa alat bukti yang sangat
penting artinya dalam ramgka menguatkan dalil-dalil
gugatan dalam perkara perdata adalah kesaksian.

Alat-alat bukti dalam Hukum Acara Ferdata
menurut Pasal 164 HIR, 284 Rbg dan Pasal 186& BW,
yaitu:

1. Bukti tertulis/surat

2. Bukti dengan saksi

3. Persangkaan

4. Pengakuan, dan

S. Sumpah.

Diantara S5 (lima) alat bukti tersebut di atas,
maka yang dipersoalkan oleh penulis adalah alat bukti
saksi pada urutan kedua di atas. Buna melihat sejauh
mana peranan saksi dalam penyelesaian perkara
perdata, ;enurut pendapat penulis bahwa keterangan
yang diberikan ocleh seorang saksi di depan
persidangan baik itu saksi penggugat maupun saksi

tergugat sangat penting artinya, karema saksi vyang

memberikan keterangan terhadap suatu hal yang menjadi
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obyek senaketa yakni untuk meyakinkan hakim dari apa
yang diajukan o©leh penagugat, demikian pula pada
pihak tergugat untuk memperkuat dalil bantahannya
terhadap pihak lawan.

Berkenaan dengan hal-hal yang dikemukakan
tersebut, maka peranan saksi didalam penyelesaian
suatu perkara perdata, yaitu:

a. Untuk memperkuat dalil-dalil gugatan

penggugat yang diajukan pada Fengadilan.

b. Untuk memperkuat dalil—-dalil sangkalan atau
bantahan pihak tergugat terhadap dalil-dalil
gugatan penggugat.

c. Untuk lebih meyakinkan Hakim terhadap
kebenaran suatu hal yang disengketakan
sebagaimana hak-hak yang diakui oleh pihak
‘yang sedang berselisih.

d. Untuk memperkuat pembuktian sesuatu hak vyang
menjadi obyek sengketa, karena mungkin
penggugat maupun tergugat tidak mempunyai
alat bukti yang otentik atau bukti tertulis.

e. Untuk memberikan peluang kepada pihak
penggugat dan sebaliknya menang dalam suatu

perkara yang dijadikan obyek senagketa.
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Feranan saksi pada huruf (a-e) tersebut diatas
menurut pendapat penulis bertujuan untuk mengungkap-—
kan di  hadapan Majelis Hakim vyang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut supaya putusan yang akan
dijatuhkan adil menurut hukum, yang merupakan tujuan
pembuktian.

Fada dasarnya keterangan yang dikemukakan para
saksi di depan sidang pengadilan merupakan suatu
upaya untuk meyakinkan atau memberi kepastian kepada
Hakim mengensai kebenaran atau ketidakbenaran
peristiwa atau keadaan tertentu.

Untuk melihat peranan saksi yang sangat nyata
serta sering dijumpai dalam suatu perkara, misalnya
pihak penggugat atau sebaliknya tergugat tidak
mempunyai alat bukti tertulis/bukti surat, baik vyang
otentik maupun akta dibawah tangan, maka untuk
memperkuat gugatannya atau sangkalannya para pihak
menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di
depan sidang Fengadilan.

A.T. Hamid (1991:41) mengemukakan peranan saksi

sebagai berikut:

Kalau tidak ada surat-surat, membuktikan
kebenaran dari pada apa yang dikemukakan dapat
pula dengan saksi, malahan dahulu orang

Indonesia jarang sekali mengemukakan surat-surat
untuk bukti, dan yang umum adalah saksi.
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Dengan menyimak pendapat ahli tersebut di atas,
dapat dikemukakan bahwa jika sesecrang berperkara
tidak mempunysi alat bubti tertulis seperti akta yéng
otentik atau akta dibawzah tangan, maka untuk
menguatkan gugatannya dipergunakan saksi, sebagaimana
yang dikatakan Nawawi (1970:15) bahwa "sangkalan
tergugat atas gugatan harus disertai alasan, karena
dengan &lasan tersebut lebih jelas duduk perkaranya"
Sangkalan dimaksud dapat diperkuat dengan keterangan

eaksi di depan sidang Fengadilan.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Saksi

Seperti yang dikemukakan sebelumnya pada bab 2
dalam pembahasan skripsi ini, bahwa para saksi baik
saksi penggugat maupun saksi terqugat yang memberikan
keterangan atau kesaksiannya di depan sidang
Pengadilan tentang apa yang dilihat sendiri, alami
dan rasakan berkenaan dengan suatu perkara tertentu
yang diajukan ke Pengadilan, tujuannya adalah untuk
mengungkap fakta atau kebenaran suatu hak atau untuk
menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-
dalil bantahan tergugat kepada penggugat vyang akan
dibuktikan di hadapan para Majelis Hakim vyang akan
menilai kesaksian atau keterangan para saksi
tersebut.

Kedudukan saksi seperti di atas, bukan pihak
yang terlibat secara langsung dalam perkara atau
masalah yang menjadi obyek sengketa, Pleh karena itu
saksi hanya bertanggung Jjawab dalam menyelesaikan
perkara perdata, hanya berkisar pada:

a. Bertanggung Jjawab terhadap keterangan atau

kesaksian vyang diberikan olebnya di depan
sidang pengadilan sebatas apa vyang saksi

lihat csendiri, alami dan dengar secara

A3
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langsung mengenal perkara yang menjadi obyek

sengketa.

rr

. Tanggung Jjawab untuk menghadap di persidangan
pengadilan untuk didengar kesaksiannya
mengenal masalah yang diperselisihkan para
pihak yang berperkara.

c. Tanggung Jjawab terhadap apa vyang diberikan
atau diterangkan (huruf a dan b) di atas
harus dia terangkan secara benar/jujur.

Melihat tanggung Jjawab seorang saksi dalam
memberikan kesaksian di depan persidangan tersebut di
atas terletak pada apa vyang menjadi kewajibannya
yakni untuk menghadap, bersumpah dan memberi
keterangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur
dalam ketentuan Hukum Acara Perdata.

Fewajiban untuk menghadap di persidangan setelah
secara patut, hal itu dapat disimpulkan dari Pasal
130, 141 HIR dan Pasal 166, 167 Rbg, yang menentukan
adanyz <sanksi bagi seorang saksi  yang tidak mau
datang setelah dipanggil dengan patut. !

Bersumpah menurut agama masing—-masing, dengan
ancaman jika tidak mau disumpah atau bersumpah, maka
ia dapat ditahan &atau disandra sampai saksi  mau
memenuehi  kewajibannya itu (FPasal 147, 148 HIR dan

Fasal 175, 176 Rbag).




Memberi keterangan/kecsaksian, dengan ancaman
jika tidak mau membsri keterangan, maka ia dapat
ditahan sementara sampai memenuhl kewajibannya, Fasal
148 HIR dan Fasal 176 Rbg. Suatu hal vyang sangat
mendasar sehingga para saksi harus bertanggung Jjawab
terhadap apa vyang dia terangkan atau berikan
kesaksian karena menyanghkut kepastian yang diberikan
kepada hakim di persidangan tentang peristiwa vyang
disengketakan dengan Jjalan memberitahukan SEeCara
pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam
perkara yang dipanggil di persidangan.

Begitu penting kehadiran seorang saksi untuk
menghadap di depan persidangan karena sangat
mempengaruhi jalannya persidangan dalam rangka
penilaian alat bukti yang diajukan para pihak vyang
sedang berperkara, sehingga saksi tersebut dalam
memberikan keterangan atau kesaksiannya, dilakukan:

a. Secara lisan (keterangan atau kesaksiannya)

b. Olehnya sendiri {(secara pribadi), dan

c. Memberikan kesaksian secara jujur (bukan

keterangan atau kesaksian palsu).

Jika seorang saksi yang memberikan kesaksian
menyimpang dari hal-hal di atas, maka saksi harus
bertanggung Jjawab akan kebenaran materiil dari =zapa

vang diteranghkan, karena keterangan yang disampaikan
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yvang tidak benar (keterangan palsu) akan mempengaruhi
posisi  para pihak dalam penilaian alat bukti oleh
Majelis Hakim yang akan menjatuhkan putusannya kelak.

Tanggung jawab seorang saksi yang paling
mendasar pada persoalan hukum yang menyangkut
pemberian kesaksian yaitu antara dalil-dalil gugatan
dengan keterangan seorang saksi atau keterangan dari
beberapa saksi harus ada kesesuaian atau kecocokan
apa yang menjadi obyek sengketa di pengadilan, tanpa
ada kesesuaian atau kecocokan antara dalil gugatan
penggugat dengan kesaksian tersebut tidak akan
mendukung atau menguatkan alat-alat bukti penggugat,
juga harus ada kesesuaian atau kecocokan terhadap
dalil-dalil bantahan tergugat kepada lawan
(penggugat).

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka
tanggung Jawab saksi untuk menghadap -di Fengadilan
Negeri FPalopo untuk didengarkan kesaksiannya,
Martinus Bala, SH., Hakim Pengadilan Negeri FPalopo
(wawancara pada tanggal 7 November 1996) mengatakan:

FPada Pengadilan Negeri Palopo belum pernah

diterapkan FPasal 140 ayat 2 HIR, Pasal 166 dan

176 Rbg, karena belum pernah ada saksi vyang

dipanggil dengan patut tidak dapat memenuhi

kewajibannya. Dan seandainya ada kasus demikian

di Fengadilan Negeri Palopo saksi tidak mau

datang memenuhi kewajibannya, maka Hakim melihat

perkaranya, apakah saksi tersebut patut

dikenakan sanksi, Jjadi tergantung dari
kondisinya, apabila saksi tersebut termasuk
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sakei penentu dalam perkara tersebut, maka pasal

tersebut dapat saja diterapkan, dan Hakim dapat

memaksa untuk membayar ganti rugi.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat
diketahui bahwa:

a. Sampai saat ini ketentuan Pasal 140 ayat 2

HIR, Pasal 16& dan 176 Rbg belum pernah
diterapkan karena belum &ada saksi yang
dipanggil dengan patut pada Fengadilan Negeri
Falopo yang tidak datang memenuhi
kewajibannya.

b. Untuk menerapkan ketentuan pasal tersebut di
atas, melihat kedudukan seorang saksi,
misalnya saksi yang menentukan, maka patut
diberikan sanksi.

c. Saksi yang tidak datang dan memenuhi kriteria
seperti huruf b di atas, maka akan dikenai
sanksi dengan cara paksa untuk membayar ganti
rugi.

Faktor vyang menyebabkan sehingga saksi tidak
datang memenuhi kewajibannya untuk memberikan
kesaksian menurut Ketua Pengadilan Negeri Falopo H.
Andi Zainal Mappasocko, SH. (wawancaras pada tanggal &
November 1996 di FPalopo), yaitu:

1. Takut menghadap di Fengadilan

2. Masalah ekonomi (biaya tidak ada)

3. Tidak adanya kesadaran hukum
4. Takut dari lawan para pihak.
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Faktor pertams dan kedusa tersebut di atas dapat
terjadi karena saksi tersebut mungkin belum pernah
menghadap di persidangan atau menginjak Kantor
Fengadilan dengan latar belakang kehidupannya adalah
seorang petani yang tinggal pada daerah pedalaman,
Juga ada kemungkinan saksi tersebut tidak ada biaya

transportasi.

Kriteria Penilaian Saksi

Seperti vyang diuraikan pada ulasan sebelumnya
bahwa satu saksi bukan saksi. Hal ini berarti bahwa
Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan hanya dengan
menilai satu saksi saja, tanpa didukung dengan alat
bukti lain.

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa serta
memutuskan perkara-perkara perdata pada Fengadilan
Neger i Falopo, dalam menilai keterangan atau
kesaksian yang diberikan oleh para saksi di depan
persidangan mempunyai kriteria tertentu.

H. Andi Zainal Mappasoko, SH. Ketua Pengadilan
Negeri Falopo (wawancara pada tanggal &6 November
1996) menjelaskan tentang tata cara penilaian
terhadap saksi, yaitu:

1. Bagaimana latar belakang pendidikan seorang

saksi.

2. Fenilaian dari segi umur (walau anak vyang
belum dewasa, belum mencapail usia 15 tahun
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bisa saja didengar kesaksiannya sepanjang ada
bukti lain yang mendukung.

. Status sosial baik keadaan dahulu maupun yang
akan datang.

A

Fenjelasan tersebut di atas, dapat dipahami
bahwa kriteria vyang digunakan oleh Majelis Hakim
dalam menilai kesaksian seorang saksi yang memberikan
keterangan di depan sidang pengadilan adalah terletak
pada tiga (Z) alternatif tersebut di atas, bila
alternatif ke 3 (tiga) tersebut di atas dihubungkan
dengan kedudukan saksi Satira (lihat lampiran 4)
dalam penyajian skripsi ini. Satira pada waktu itu
menjabat sebagai Kepala Dusun. Keterangannya/kesaksi-
annya di depan FPengadilan Negeri FPalopo berhasil
untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran dalil-dalil
bantahan tergugat karena status sosial (jabatannya)
pada keadaan dahulu pada tahun 1976.

Untuk menilai keterangan saksi yang berupa saksi
bisu atau tuli, tetapi saksi tersebut sangat
menentukan perkara yang disidangkan tersebut, maka
harus dihadirkan di depan persidangan.rﬂenurut Yance
EBombing, Hakim pada Fengadilan Negeri Falopo
(wawancara pada tanggal 5 November 1996), bahwa:

a. Menggunakan seocrang ahli bahasa isyarat atau

seorang penterjemab.

b. Menggunakan penerjemabh dengan orang yang

paling dekat dengan szaksi bisu itu sehari-

hari, misalnya saudara kandung saksi, ibu
atau bapaknya. 4




Selain kriteria tersebut di atas, juga
beterangan saksl tersebut harus ada kesesuaian atau
kecocokan dengan dalil-dalil gugstan penggugat (Jika
yang bersangkutan termasuk saksi penggugat) dan juga
harus ada kesesuaian atau kecocokan dengan dalil-
dalil sangkalan/bantabhan pihak tergugat (jika vyang
bersangkutan termasuk saksi tergugat). Untuk
mengetahui peranan kesaksian vyang diberikan oleh
seorang saksi atau beberapa orang saksi terhadap para
pihak vyang berperkara pada Pengadilan Negeri FPalopo

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Gugatan Yang Dikabulkan Hanya Menggunakan
Keterangan Saksi Tanpa Bukti Tertulis Pada
Pengadilan Negeri Palopo Dari Tahun 1992-1996

Tahun Frekuensi (F)
1992 &
1993 4
1994 ' S
1995 3
1926 =
Juml ah i8

Sumber Data: Fengadilan Negeri Fzlopo, 19%96.




Data vyang terlihat pada tabel 1 menunjukkan
bahws data gugatan penggugat yamng berhasil dikabulkan
oleh Majelis Hzakim vyang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut dimana penggugat dalam upaya
melakukan pembuktian di depan Hakim hanya menggunakan
keterangan saksi tanpa bukti tertulis pada Pengadilan
Negeri Palopo dari tahun 1992-19946 ada 18 kasus,
dengan perincian bahwa untuk tahun 1992 ada & kasus,
199F ada 4 kasus, 1994 ada O kasus, 1995 ada 3 kasus
dan tahun 1996 tidak ada ksus. Hal ini berarti bahwa
penggugat menang dalam perkara tersebut dengan

menghadirkan saksi.

Tabel 2
Data Sangkalan/Bantahan Tergugat Yang Dikabulkan
Dengan Menggunakan Keterangan Saksi Tanpa Bukti
Tertulis Pada PN. Palopo Dari Tahun 1992-1996

Tahun Frekuensi (F)
1992 4
1993 ¥ S
1994 2
1995 1
19946 =
Jumlah 15

Sumbesr Data: Pengadilan Negeri FPalopo, 1996,




Data yang disajikan pada tabel 2 memperlihatkan
angka perbandingan atau frekuensi (F) dengan data
pada tabel 1, bahwa dari tahun 1992 sampai tahun 1996
ada 15 kasus yang dikabulkan oleh FPengadilan Negeri
FPalopo yang berupa bantahan/sangkalan pihak tergugat
untuk menggugurkan gugatan penggugat dengan
menggunakan keterangan saksi  tanpa memakai bukti
tertulis, Jjadi kebalikan dari data vyang disajikan
pada tabel 1 sebelumnya, yakni tahun 1992 ada 4
kasus, 1993 ada 3 kasus, 1994 ada 2 kasus, 1995 ada 1
kasus dan tahun 1996 ada T kasus. Akhirnya dapat
disimpulkan bahwa saksi sangat berperan dalam

menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara.

Komentar Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palopo

Nomor: 62/Pdt.G/1995/PN.Plp
3.3.1 Duduk Perkara

Johari, tinggal di Desa Buntu Kamiri, Kecamatan
Bupon, Kabupaten Dati II Luwu, Fekerjaan Tani,
selanjutnya disebut PENGGUGAT: —-—————————————= e

Melawan Amir Mirah, tinggal di Desa Tirowali,
Kecamatan Bupon, Kabupaten Dati II Luwu, pekerjaan
Tani, selanjutnya disebut TERGUGAT: -————————————==—=

Surat gugatan penggugat tertanggal I Juni 1995

yanag didaftarkan FKepaniteraan Fesngadilan Negeri
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FPalopo pada tanggal 10 Oktober 19925 di bawah nomor:
&£2/Pdt.G/1995/FN.Plp., mengenai perkara tanah seluas
kurang lebibh 1 (satu) hektar, yang terletak di Desa
Buntu Kamiri, Kecamatan Bupon, Kabupaten Dati II Luwu
dengan duduk perkara/persocalannya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya tanah sengketa dibuka ocleh
penggugat dengan Pasia, dari tanah negara
bebas, pada tahun 1960, setelah tanah tersebut
diclah/dibabat kayu-kayunya, maka antara Johan
dan Fasia membagi dua, masing-masing mendapat
1 (satu) hektar. Bagian penggugat inilah vyang
menjadi sengketa, sedangkan bagian Fasia telah
dijual kepada Tandi Mali.

- Bahwa setelah kayu-kayu dibabat oleh penggugat
maka ia telah menjaganya dan melanjutkan
pembersihan atas batas-batasnya berhubung pada

saat itu belum dilanjutkan pengolahannya
sebagai lahan persawahan, karena ada perintah
dari Kepala Desz setempat bahwa kawasan

tersebut dikena proyek/percetakan sawah. Maka
pada saat itu penggugat berhenti untuk
mengerjakan tanah sengketa, sambil menunggu
pencetak sawah.

- Pada saat penggugat menunggu pencetak sawabh,
datang penggugat dengan beberapa orang
temannya untuk membuat pematang dan langsung
menyerobot tanah tersebut untuk dijadikan
csawah sapai sekarang ini.

— Bahwa atas tindakan tergugat yang nyata-nyata
tindakan yang melawan hukum, maka olehnya akan
dihukum untuk mengembalikan sawah tersebut
kepada pemiliknya, yaitu penggugat. '

3.3.2 Bugatan FPenggugat

Berdasarkan alasan—alasan tersebut di atas,
penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Fengadilan

Negeri FPalopo, dengan potitum sebagai berikut:




- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

- Menetapkan bahwa tanah/sawah sengketa adalah
milik penggugat.

- Menyatakan bahwa tindakan tergugat ‘adalah
tindakan melawan hukum.

- Menghukum tergugat atau siapa saja yang telah
mendapat hak atas tanah obyek sengketa untuk

segera mengosongkan kemudian menyerahkan
kepada penggugat dalam keadaan kosong
sempurnah.

- Menghukum tergugatuntuk membayar semua biaya
yang timbul dalam perkara ini.

3.3.3 Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim vyang memeriksa dan mengadili
perkara antara Joharii dengan Amir Mirah, sebelum
menjatuhkan putusannya terlebih dahulu mempertimbang-
kan alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi
yang dihadapkan para pihak di depan sidang Fengadilan
Negeri FPalopo, dengan pertimbangan hukumnya sebagai
berikut:

- Menimbang, bahwa dalam usahanya membuktikan
hal dalilnya tersebut di atas, maka penggugat
mengajukan alat bukti surat yandg terdiri dari
bukti P.1 sampai F.4 dan dua orang saksi
masing—masing: Abdul Hakim Tandi Mali dan
saksi Jafar.

- Menimbang, bahwa bukti P.1 dan F.2 adalah
merupakan surat keterangan atas nama Lapasia
dan surat ganti rugi atas nama Lapasia dengan
Tandi Mali demikian pula bukti F.4 adalah
surat tanda pembayaran Ipeda atas nama Lapasia
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti
tersebut tidak &ada kaitannya dengan obyek
sengketa dalam perkara ini oleh karenanya
tidak relevan untuk dipertimbangkan dan harus
dikesampingkan.

— Menimbang bahwa mengenai bukti F.Z  berupa
surat pembayaran tanah Lapasia kepada Johari
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yang turut ditanda tangani oleh saksi-saksi
dan Johari, namun dalam surat penyerahan
tersebut pihak yang menyerahkan yzitu Lapasia
tidak ikut menanda tangami sursat penyerahan
tersebut, sehingga oleh Majelis berpendapat
membuktikan &danya penyerahan tersebut dan
karenanya bukti F.2 harus pula dikesampingkan.

- Menimbang bahwa saksi pengqugat vyakni Tandi
Mali dan Jafar masing-masing menerangkan
membeli tanah dari Lapasia damn ikut membantu
penggugat waktu membuka tanah tersebut.

- Menimbang, bahwa selanjutnya akan diper-—
timbangkan bukti-bukti tergugat vyakni bukti
surat vyang terdiri dari T.1 dan T.2 berupa
surat penyerahan FEBR tahun 1994 dan tahun
1995, dan X (tiga) orang saksi masing—-masing
saksi 1 tergugat Sarita menerangkan bahwa
tanah sengketa dibagikan oleh pemerintah yang
pada waktu itu saksi Sarita sebagal Kepala
Dusun mendapat perintah dari Camat untuk
membagikan tanah kepada masyarakat yang belum
punya tanah. Demikian pula keterangan saksi
Lapaloga dan saksi Halimun vyang masing-masing
menerangkan bersama dengan tergugat mendapat
bagian tanah dan membuka tanah dengan Jjalan
bergotong royong pada tahun 1968.

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbang-
an di atas Majelis berkesimpulan bahwa bukti-
bukti penggugat tersebut tidak dapat mendukung
dalil gugatannya, bahkan sebaliknya tergugat
telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya/
bantahannya oleh karena itu gugatan penggugat
haruslah dinyatakan tidak terbukti dan harus
ditolak. 2

3.3.4 Amar Putusan

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum Hakim
yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Majelis
Hakim vyang memeriksa dan mengadili perkara ini
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan penggugat

- Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini

sebesar Rp. 115.000,—- (seratus lima belas ribu
‘rupiah).




Demikian putusan tersebut pada tanggal 25
Januari 1995 oleh Yance Bombing, SH. sebagzi Hakim
Ketua dan Daniel D. Pairunan, SH. serta Yulianto
J.FP., SH. masing-masing sebagai hakim anggota,
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Kamis vyang dihadiri oleh Toding
Panitera FPengganti pada Pengadilan Negeri Palopo dan

dihadiri pula oleh Fenggugat tanpa hadirnya tergugat.

3.3.5 Komentar Penulis

Menanggapi kedudukan atau peranan saksi para
pihak yang berperkara dalam putusan Nomor :
&2/Pdt.G/1995/FN.Plp tersebut di atas, vyang pada
akhirnya gugatan penggugat yang tertanggal 3 Juni
1995 tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang
mengadili dan memeriksa perkara tersebut, dimana
penggugat dinyatakan berada pada posisi vyang kalah
sedangkan tergugat dinyatakan berhasil membuktikan
dalil-d=xlil sangkalannya/bantahan terhadap lawan
{penggugat), maka tanggung Jawab serta kedudukan
csaksi masing-masing pihak menurut pendapat penulis,
adzlah sebagai berikut:

a. Saksi penggugat, masing-masing Tandi Mali dan

Jafar menerangkan membeli tanah dari Lapasia

dan ikut membantu penggugat membuka tanah
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tersebut. Keterangan dari redus saksi
penggugat tersebut tidak menguatkan atau
mendukung dalil-d=xlil gugatan penggugat
rarena antara gugatan penggugat dan keterang-
an/kesaksian dari dua orang saksi tersebut
tidak ada kesesuaian dan kecocokan. Hal ini
berarti bahwa kehadiran saksi Tandi Mali dan
Jafar hanya melumpubkan kedudukan gugatan
penggugat (tidak searah dengan dalil-d=xlil
gugatan penggugat). Begitu pula alat bukti
tertulis/surat dengan keterangan saksi maupun
dalil-dalil gugatan penggugat tidak ada
relevansinya, maka menurut pendapat penulis
memang beralasan hukum untuk dikesampingkan
yakni gugatan penggugat tidak dikabulkan.

b. Saksi tergugat, yang masing-masing Sarita,
Laloga dan Halimun, memberikan kesaksian/
keterangan vyang sesuai/ada kecocokan dengan
dalil—-dalil sangkalan/bantahan tergugat,
dengan demikian kedudukan atau ﬁeranan ketiga
saksi tergugat tersebut menguatkan/mendukung
dalil—-dzalil sangkalan atau bantahan tergugat.

¥edudukan masing-masing saksi penggugat dan

tergugat tersebut di atas, jika dianalisis atau

ditelaah dari segi hukum pembuktian, maka keterangan




saksi penggugat di hadapan sidang pengadilan tidak
berhasil untuk meyakinkan Maielis Hakim untuk menilai

bahwa obyek sengketa tersebut adalah hak penggugat,

karena keterangan saksi penggugat tidak ada

relevannya dengan dalil gugatan penggugat.

Sebaliknya kesaksian atau keterangan saksi
tergugat ternyata dapat wmeyakinkan Majelis Hakim
bahwa obyek sengketa tersebut memang benar-benar
milik sah terguag=zat, menurut pendapat penulis bahwa
hal-hal vyang wmeyakinkan Hakim untuk membenarkan
sangkalan/bantahan tergugat karena:

a. Kuslifikasi saksi 1 Satari karena saksi pada
waktu itu jabatannya sebagai Kepala Dusun,
maka patut dipertimbangkan kesaksianya itu
sebab dianggap Satari vyang paling banyak
mengetahui masalah itu saat dia menjabat
sebagai Kepala Dusun (saksi seperti ini dapat
melumpuhkan keterangan saksi yang banyak).

b. Keterangan saksi Lapaloga dan Halimun (saksi
ke II dan I11) seiring dengan gugatan peng-
gugat (ada kesesuaian dan kecocokan) sehingga
bantaﬁan tergugat Amir Mirah lebih kuat
terhadap dalil gugatan penggugat (Johari).
Untuk mengetahui secara jelas tentang
keterangan saksi dari masing-masing pihak
dapat dilihat pada Lampiran 4 dalam skripsi

ini.




PENUTUP

4.1 Kesimpulan

a.

Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga seorang
saksi tidak datang memenuhi kewzjibannya
(memberikan keterangan atau kesaksian) di depan
Fengadilan, karena: faktor takut menghadap di
Fengadilan, masalah ekonomi (biaya tidak ada),
tidak adanya kesadaran hukum dan takut dari lawan
para pihak.
Langkah—langkah vyang dapat ditempuh oleh Hakim
apabila seorang saksi tidak memenuhi kewajibannya
(tidak datang memberikan keterangan atau kesaksian
di depan persidangan) yaitu: apabila seorang
saksi telah dipanggil secara patut dengan suatu
penetapan melalui juru sita, tapi saksi tersebut
tidak datang memenuhi kewajibannya, maka Hakim
dapat menempuh langkab-langkah seperti:
1. Saksi tersebut dipanggil lagi secara berulang
2. Dipanggil secara paksa, dengan cara Ketua
Fengadilan memerintahkanlkepada Jaksa dengan
bantuan Folisi untuk menghadirkan saksi
tersebut.
3. Saksi tersebut diberikan sanksi untuk membayar
ganti rugi, terhadap biaya vyang dikesluarkan

untuk memanggil saksi yang bersangkutan.
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4.2 Saran
a. Untuk memperlancar Jalannya persidangan, maka
sebaiknys saksi harus menghadap di depan
persidangan untuk memberikan kesaksian, saksi

tidak usah merasa takut terhadap lawan para pihak
karena hanya memberikan kesaksian saja, bukan
pihak yang terlibat langsung dalam perkara
tersebut.

Untuk menerapkan sanksi terhadap seorang saksi
yvang tidak datang memenuhi kewajibannya di depan
persidangan, Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tersebut harus mempertimbangkan
hal—-hal vyang berkaitan dengan kondisi seorang
saksi, misalnya saksi tersebut bermukim di luar
wilayah hukum pengadilan, tidak ada biayanya,
sanksi vyang dimaksud tidak perlu diterapkan,
kecuali kedudukan saksi tersebut sarigat menentukan

perkara yang sedang disidangkan (saksi kunci).
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uwniuk nemanggil kepada pihak Tergugat untuk menyidangkan por -
karo ini seraya memberikan putusan sebagal berikut § ————

1« Morngabulkan gugaton Pengsuget untuk soluruhnya ;

2. Monotapkan bohwa tanah / oowah sengizeta adaleoh nilik Peng -
owgat

3.« Hemyetokan tehwa tindoken Tergugot adalah ti:lﬂal'..::. zolovane
huloun

4o Hengnuloum Tergugat atau sicpa saja yang telah mendnpat hak-
ctas ta.m-.l:f otjec congltota untuk segera mencosongican kozudi-
an menyerahken kepeda Penggugat dalan keadean kosong seopur

R

5.« Henghulum Tergugat untuk meabeyar semua bloyas yare tinbul -

dalam poxkara ini ; -

~—— loniabng, bahwa pada hari cidang yong telch ditetopkan ko
cua Dbelgh pihak yang bersengiceta telah datang monghedsp cendi-
ri dan petolch olel Majelis telsh mengusahakan untuk mendamai-
kanmya namun tidak berhasil, sehingga pemerikoasan pezizars di -
lanjutizan dengan meabocaican gucatan Penggugat yarg atesnys -
Penrpugat meryatakan bertetap pada gugataon ferscbut ;

~—— Menimbang, bahwa atas gugatan Pengsugat torsebut maka Ter-
i

gucat mongajulzan jugu jawaban / tanggsapamnya dengan mengosmda-

kan peda pokolugra seobozal borilart

1. partama coye minta tanah Negara di Kepala Duoun Gunung Kami
ri+ Hama Sarita/popalmyc Syahrir bersame dengan Kepale XK.
noma Haame Seding dan Kaso Jaja/labe'na Ecce didusun Lara Gu
muyg Komird, iaka saya diterima permintean kami oleh Kopala

Dusun gunung Kanirie

2. liaka disampaikon oleh Kepalo EK nya nase [amne Saing / Aate!
na Sampe barus menunjuldezn hutan rimba itu segora dirintio-

kaan Vorgana Aszir dikampungs pongitiing / moto-mete, sotoloh-~

;m'mi morintio tancteeeccscns
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kani merintis tanoh, maka sianya beransikat dan menba¥al kam-

pelc untuk menebang kayu bisa dibikin peopan,. kayu bikauns putih
dua pohon unfuk dianbil papan caka dua ha::'i sooudsh ditebang -
oarya lanjuikan pembabatan, penicbatan tiga hari portima hutan—
rimba itu 3
3e.a. Holta kami menungpu ictile: gotong royong mombabat hutan -
rinbta ifu, lorena di kampurg lara dulu istilah gotong ro-
yorg bersaza dengan Kepalz Dusuh di kespung lara / gunung
Kooixi..Maka kami tidsikz sala sala 6 atou T kali mombobat,
seicurang-lurengrya 50 atzu 60 orang satu kali membsbate
liagyoralat untulk mombabat hutan rimbah itu istilah bantu-
meabantu, {terbadap Kepala Dusun, dua Kepala RX. tiga kopa
la RT. -
Dan macyarakat stoun teman-tozon pesudsh walktu itu kani babat -
henya jcayunya tinggal satu-satu tidak ditebange Hanye durinye-
ditebang maka kami berh_anti memunggu pembelcaran tetopl pada -
walctu itu kami meu bokar datamg hujan lebat, malka dimekan api-
salah sclah j :
— Degituwpun pepakna Dalli membekarnyae. Disasping Timur bersamas
Anbelma Jabi dimakan opi saleh salshe Seteleh itu seya diko-
ra pomyakit kive-kira saotu tahun atau tujuh tulan lesanyas
Moka datanclah seudarenya Lepesia/Ambokna Decce membabat kabdo/
TroWa~rawWa Oayae Maka datangleh papalkma Dilli mengunjungi kezu-
mohnya Lapasic 'bor?ma isteoriryas Maka dipanggillah kepeababat
en itu, sampoilab dilokasi tanah tersobut koni heran ociapa yang
mombabat ini kani punya meka coys tonyekan kami tchu behwa Lapa
sia yans mombabat. lMaka soya pepaina Dalli bertanya opalcah bo-
nar-borar Doeng yang meababat itu kabo saya. Jawab Lopesia benax
paya yang menbabat itu,; seterusnya Lapesia mengatakan behwa oo~
ya minia supaye jongan diperuzlukan sama sawlara Tandi Halik
(adek), opa sobLalbnya melu, Dilong Loposia oda uangnya sayo am—

il sovenyak Rps1004000,~ (Sezatus rilu rupiah).

33{-’:\. Ii.'.!.pakn:l Dﬂlliooaoloo.
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Soya papakna Dalli bertanya untuk apa uang itu, maka Lapesia
monjawab uang itu pengurusen Veteran, aotma Lapesio min
ta tolong swaya jangan dipesmalukan nu:;m. psaudara Tandi Mo -
1lik (adck kami)s Kami papekrs Dalli jowab kenapa btukan ta =
nohiyya dikasih daeng.
Jadi pulanglsh papalkna Dalli ke kaspung momberitahuken sayae
(Anir) Kani popukna Dalli balwa kaborye Amir dibebet Lepasia
dan Jubari bersama Copa,; Kami bilang nanti sehat Insyah Alld
kani keoena peda walitu itu kooi kesans tidalc pornel kotesu.
Jodi kaoi lanjutizan kerja sarpal selajutrya jadi sawah sampd
Sokarange
4. Moka Kopala Dusun memasuldean pendafioran percetal:an sawsh lo.
2 didzlon percotakan / PIB totapi disemping juge kaal korje~
karena kami tinggel menetap éisitu ( sawah ) bertahun tohun.
5« Poda Pajoknya tidalk pernah wemunggol saupal scliarang. —

— leninbang, bohwa selajutnya Pencougat bertetop peda gugatan
]
nya dan Tergugat.bortetap pada jawabannya tersetut ;

— lHenimbang, untuk menguaikan gugatannya, maka Tergucat menga

Julean tulzti tertullsyarng tordiri dari

1. Foto Copy Surat Keterangan No.29/SKT/DT/1579 tanggal 23 Ckto
'be:" 1979 atas nooa Posin, diberi tanda P.1

2. Foto Copy Swrat Keterangan Ganti rugi tanggal 12 lNopewber -
1920 otos nama Posia dan Abdul Haldm Tondiwell, diberi tenda
P.2 ; _

3. Foto Copy Surat Penyerzhan atas nu:.m Pogia dan Johari diberi
tanda Pel ;

4+ Foto Copy Tanda Peobayorsn IPZDA tahun 1979 atas nosa Leposia
dibteri tanda P4 ;

bukti-bukti tercebut teleh disesuaikan dengan aslinya dan  talah

diberi Hatorzi seculoupnya ;

= Mendmban=, bolwn esseeeees




=— lieniabang, talwa selain bukti-Lukti tersclut dietas Pongru
rat telch pule mongajukan 2(dua) orang saksi yang didergarkan -
keteranzannya dipersidangan yakni 1

S&nib I Peryimucat Abdul Helim Tendi Hali.; menerangksn pada po—
kolayya scbogal berikut

- bahwa salel tau osengketa antara Penggugaet dengan Tergusat yo~
itu oengenal tanah yang terletak di Larz

- bahwa benar sakoi pernah meabeli tanah dari lapesia r.olunnl 2-
¢dua) hae yang bersebelahon dengan tanah sengketis ;

= Lahwa dalol tou yang bulca portaza tanah sengkota adaloh Lapze! .
oia bersama Penggugat § -

- bchwa Tergugat pernah menawarien tansh yang bersebelahon tar -
nsh gergkets, nasun saicsi tidak mau bell km::n\rnktnitum-
oih kutan, lalu tangh torsotut dijual Tergucat kepada Saing ;

Saltsi I1 Penmuzat Jafar ; menercngkan peda pokoklya setagai -

berikut 3

- bahwa setzhu saksi yeng memtuln pertama tanalh sengketia adalgh
Lapasiay hal itu paltsi tau karena sakol ilcut membaniu meaba -
'hat dan bagion ogkoi sudah diberiken kopada Johari (Penggugat)

= bahwa bogian Lopasia sudah dijunl kepada Tandi Fali ;

~ belrwa sakol meabuen tanah tersebut bersaas dengen 5(1ima)orarg
yaitu sakei sendiri, Lapasia, Johari, Seing dan Lars j

~— lenimbang, bohwa demikiaon pula Tergugat dalam usalanya mendu

kung dalil bantzshenrya 'te].::I:LI mengajukan bukti surat yoog tolah -

dicesuailan dergan aslinya d.nn 4telah diberi Materai seculcupryyo -

yoknd 3

1. Foto Copy Surat tonda torina setoran (STT3) Pajck Duxi dan Ba
ngunan tohun 1994 atas nans Amir Mira, diberi ta:ﬂ;a Tele;

2. Foto Copy Surat tenda setoran (STT3) Pajak Dumi dan Bongunore

taliun 1995 atos nawa Amir Jira, diberi tonda T.2.;

- Henimbans, bahvia seeeccsces
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— llenimbang, bohwa selain bukti surat tersebut, ‘Tergugat to-
1ch mengajukan pula 3(tiga) oran; saksi yang didengarkan koto —
ranganmya didepen sidang dibawah sumpah no'onc'e.i :bo:.‘i.lcut 5

"1+ Salesi I Terruzat Sarita ; dibewzh sumpah menerangkan pada PO

Lolmya ecbegal berilzut

- bobwo paksi sobegal Kepala Dusun pada tahun 1976 mendapat-—
periniah dari Canat Pupon untuk membogilkan tanzh yang masih
kosong kecpada masyarclcat yanz belum memiliki tanah

=~ bahwa benar tanch sengketa cdnlah merupakan begiecn Amir Wi
ra ( Torgugat ) 3

- bohwe orang-orang yang mendzpat bagion tanoh diseidiar te-
nah pengketa walitu itu adaleh Palega, Mutiahea, Nursgha,-
Saida, Amir Mira, Dane, Ealinmun dan, dan Easimun j

=~ tehwa pembukacn tansh sengiceta waktu itu dilokucen dengan—

cara gotong rToyong ;

2 Soltoi TI Terpugzat Lo Pologa ; dibawah sumpeh menerangikan pa~

da poloknya sobagal porikut i

- bahwa paksi tau pongketa Perggugat dengan Tergusat yaitu-
mengenad tangh pawoh yang terlotak di Kampung Lara~linte2;

- bohwa betas-batos tansh sengketa adolah scbolah Utara de -
nzan tanah Ambe Kasra, Sebelah Timur dengan tanal Paloga =
( Sckei ), Sobelah Selaten dengan tansh Mattchea, Sobelak-
Barat dengan tanch La Simun ;

- bzhwa tanzh sengkota ditulca oleh Tergugat karona dibagikan
oleh Pemeriniah, hal ifu saksi tau kerena palsi juge it
mealuka tanoh yang oda disebeleh Timur tonah sengkela j

- balwe benar tansh sengkota pernah dimasuki (diolah oleh -
Lapasia) peda tahun 1971 olian tetapl kenmudian dilerang ko
rena sudah duluan dibuks oleh Terpugat celdtar tahun 1965;

3+ Saksi ITIT Terpupnt; Malimun ; dibawah suspal menerangian pa-

da polkoknya cebagad terilat :

= buhwa bonaTecsesses
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- bahwa benar yang memluika pertama tansh sengiota adalah Aair
lira ( Tergusat ) ;s :

- bahwa caksi juco ikut membantu mesbabat-hutan pads walttu =
itu kercna secara bergotong-royons ;

= bohwa yong meztasi tanch cengketa wakiu itu adslah Xepplz -
R.X. yens bornama iubamned Saing ;

= babwa taik Jobori maupun Lopgiia tidal: mendapat togian ta-
nah digeicitar tanzh cenglcota tarsolut ;

—licninbang, bchwa selajuinya Pengrucat mengjukan Keoimpuloriya
pada tangool 22 Deseaber 1995 sedangkan Tergugat tidak mongaju —
kan Kegimpulan ;

— Henimbang, babwe kesudian kedua belah pilhak yang bersengicota
meryztakan tidak mengajukcan epe~cpa lagi kecuali pama-sama mohon
Putusan ;

TEIRANG HUKUN s

= I
—— Henimbang, bohwe makoud dan tujuan guzatan Pongpugat uwdalph

cepordl diursikan dolem dudulenya perkara diatos ;

— lonimbang, behwa oleh larens gugatan Pongsusat dibantah olch
Torgugat maln Pengpugat harus terlebih dahulu dibebani uniul mem

lm.k‘tﬂu}n Calil-—dslil gugatannya torsebut ; —

—— ienimbeng, babwa dalil pokok gugaten Pengougat adslsh menda~
1ilkken bohwia Pengpugat telah meobuka Zanch songlceta bersama do-
ngen Lorgsia pada tchun 1960 seluas 2(dua) ha. dan didegi dua mg
sing-nasing merdapat 1(satu) hae, sedancikan begian lapesia sudsh
dijual kopada Tandi Meli j

— Henimbang, bahwo dalonm usghaxmys meabukctikan hal dalilpye tor

.

pcbut diantas, maks Pengoucat mongajuican elat buliti ourat yang -
terdiri dasi Wit Pel.; sampci Ped. don dua orung caksi mooing-
I

masing ¢ Abdul laldam Tandi 1534 dan Jafar ;

- I:Qniﬁljﬂg T
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— Henicbang, babwa Ldill P.q dan P.2 adaolcoh cerupeskan surat
l:atore.r:gan atos nono Lepoois dan Swret Ganti mugi atao nama -
Lopasia dangan Tendi Kali deatician puls bucti Pod odaloh Su -
‘w2t tarda Pombayoran Ipeda aies pama Lapasic sclingre Lajelis
bLoipeondapat bLahwa bultti tarsebut tidsak ada kaitomygra dencan -
Objcic cengkota dalas poricara ini oleh kavenanya tidak relefan
untulz dipariiobangian dan harus dikesanpingizan;

- llienizbag, bahwa mongenzi Lultti P.) berupa Swrat Peiyyoruhan
tonall dori ILaposia kepada Jobari yong twut ditanda tangond -
oleh salizi-salisi dan Johari, namun dalen Swrat Penyoruhan tor °
cetut pihol yang menyercilian yraitu Lapasia tidolc ilut monanda
{angani Curatl penyorahan tersetut, cehingpa olch MHajelis bor—
pendapat membulctilian adonys peryerahan tersebut dan karonanye
bulkkti Pe3 horus puls dikecampingkan j

— Menimbang, bahwa calisi Penggouset yaind Tondd Hali dan Jo~
far meoing-masing menorongiian mempeli tanch dari Lapasia dan
ilout membantu Pongsuzat walctu mealulsa tansh ferselut j ———

— onimbany, balwia solajutmya alman dipestimbongican Wicti- -
bulzti Torgusot yelmi Wilcti surat yang tordiri dori Te1 dan T2
berupa suwrat penboyaran PID. tohun 1994 doa tchun 1995, dan-
3(tiga) orang saksi masing-masing saksi I Tercugat Sarita mo
nerangiza belwva tanch songlieta dibogilian oleh Pemexintoah  yang
pada welittu ity salai Sari'ga sebacal Kopala Dusun mendapat pe-
rintas dori Canat witle nosbaciken tanch kepsds magyeraiat -
yans beluz puiya tanche. Don'il'.li;!}. fluln'_hotmuc:n sakoi Lapalea
dasy pelost $al fmn, yo i eraasing: moneraneksn boroits o=

rcat Tergugat mendapet bagian tanah dan mesbuln tanzh dengan

jalan bergotonz royong pada tahun 1968 ;

— Jonimbang, bahwa dari periimbengan-pestioargan diatas lio~-

jelis borkesimpulan balefa buliti-lLulcti Pengingal torvebal i -

t3dal: danat ccccsccsssns >
py S TR AL




-dolz terbuliti dan harus ditolnk ;

MNIB, (g
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tidok dopat menduwbung dalil gusoictinya, beliken gebaliknya Ter—
cugat toloh borhasil membultilan dalil sanghkalanmya / bantahan
nya oleh karena itu gusetan Pargougat haruslal dinyatakan 4i-

— Henimbang;, bohwa cdeh karema gugatan Perngrugat ditolak ma-

ka Penggugat herus dihuicun mexbgrat blcyz permicars ini ;

— Memporhatikan pusal-pasal Undang-undans dan Peratiuran-por-

aturen lainnya yang bersanclzitian.

HenPFgadili:

1. Jienolalkz pugaton Pengougate

2. Fenchuwaum Penguget wnduls meaboyasr biaya perkara ind oobe -

sa> Rpe1154000,~ ( Seretus lima Leles ritu rupish ); —
— Demiltianlgh diputusizan dalpa repat permucyasraratan liajolis
lakdm Pongadilan licgeri Palopo pada hori Koads, tanggal 25 Jo-
muari 1900 gembilan pulih enanm, oleh kand YANHCE LOMDIIC,Slle j~
sobagal Halwinm Ketua, DAIEL D.PAIRUILASH dan TULIANTC J.PWJlls
me.ain.:-:—u;airc scbagel Holda Argpota, putusan manc diuccpican da
lonm sidang yFang torbuca unfukc wenm pada hord Kouds, olch Inlda
Ketua don Nakin-liakim Anccotz terscbut dengeon dihadiri oleh -

TODIG,; Panditora-Pongpanti poiz Pongadilan Negexi tersebut dan

‘;-:'__‘ ,, 3 127 2 1
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